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Abstract. The aim of the research is to analyze the process of negotiation or power sharing, between the stake
holders which entirely affects the reform process, and the bureaucracy restructuring in order to support the
reform process and public service in the Jembrana Regency, Bali - especially in health insurance policy. The
research is descriptive and uses qualitative approach with the method of field research. The result of the research
shows there are two factors that affect the local government reform in Jembrana Regency, i.e. the strong political
commitment from the Regent, and the establishment of a stable centripetal democracy model.
Keywords: political negotiation, governance reform, health insurance

PENDAHULUAN
Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan
pelayanan publik masih jauh dari harapan, karena
itulah kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi
terus terjadi dalam kurun waktu yang lama sejak kita
merdeka (Prasojo, 2006). Oleh karena itu, dilakukanlah berbagai reformasi di dalam pemerintahan.
Reformasi pemerintahan (khususnya pelayanan publik) di beberapa daerah di Indonesia relatif beragam
bentuknya. Bentuk-bentuk reformasi pemerintahan di
daerah di antaranya berupa perampingan organisasi
pemerintah daerah, restrukturisasi dalam penganggaran daerah (lebih berpihak pada masyarakat), perencanaan pembangunan partisipatif, dan peningkatan dalam
pelayanan publik (Prasojo, 2004; Eko, 2008; Leisher
dan Nachuk, 2006). Daerah-daerah yang melakukan reformasi pemerintahan, misalnya, Kabupaten Jembrana,
Kabupaten Kebumen, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purbalingga, dll.
Kabupaten Jembrana dianggap cukup berhasil dalam
merestrukturisasi birokrasi, anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu adanya perubahan
secara makro di bidang kesehatan, pendidikan, dan
pengurangan angka kemiskinan. Kabupaten Jembrana
berhasil menekan angka kemiskinan dari 19,4 persen
pada 2001 menjadi 10,9 persen pada 2003. Di bidang
pendidikan, terdapat penurunan angka putus sekolah
dari 0,08 persen di tahun 2001 menjadi 0,02 persen
pada 2003. Sedangkan di bidang kesehatan salah
satunya adalah penurunan angka kematian bayi dari
15,25 persen di tahun 2001 menjadi 8,39 persen pada
2003 (Eko, 2008).
Reformasi pemerintahan seperti yang berlaku di
Jembrana, sejatinya dipengaruhi oleh faktor kepala
daerah. Faktor kepemimpinan kepala daerah menjadi
prasyarat penting dalam reformasi pemerintahan di
daerah. Berbicara mengenai kepemimpinan tidak
bisa terlepas daripada makna “The Management of
*Korespondensi: +628157151127; i_hamudy@yahoo.com

People”, yaitu bagaimana seseorang mampu menggerakkan orang-orang lain sesuai dengan keinginannya
(Hardjo, 2005). Komitmen politik, visi dan misi yang
jelas, konsistensi dalam melaksanakan perubahan, dan
keandalan dalam mengelola konflik, dari pimpinan
daerah merupakan prasyarat penting untuk melakukan
perubahan (Sakri, eds, 2008).
Selain faktor kepala daerah, reformasi pemeritahan di daerah juga dipengaruhi oleh seberapa besar
partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan
pemerintah. Penelitian yang dilakukan Sumarto (2008)
menunjukkan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Surakarta, dan Kota
Pare-Pare, selain dukungan kepala daerah, reformasi
pemerintahan di daerah juga dipengaruhi partisipasi
masyarakat, dukungan politik legislatif, birokrasi, civil
society, dan kelompok akademisi/expertise (Takeshi,
2006).
Kendati begitu, berbagai penelitian tentang reformasi pemerintahan di daerah belum banyak menjelaskan berbagai konsekuensi yang berpotensi muncul
(sebagai akibat dari reformasi) dan strategi-strategi
penyelesaiannya. Reformasi pemerintahan mengandung arti adanya perubahan kelembagaan, organisasi,
strategi, prosedur, dll. Perubahan ini tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di antara berbagai kelompok
kepentingan. Bahkan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan cenderung akan melahirkan resistensi
(Caiden, 1969; Sasli dan Flassy, tt). Resistensi ini akan
terus berlangsung sepanjang proses perubahan menunjukkan adanya kerugian dan menimbulkan perubahan.
Pengetahuan yang rinci mengenai penyebab dan dampak dari suatu reformasi akan mempengaruhi keberhasilan reformasi itu sendiri dan mengurangi resistensi
dari pemangku kepentingan.
Pengelolaan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan agenda reformasi di daerah. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan akan berdampak
buruk terhadap agenda reformasi di daerah. Dua kasus,
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Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Banyuwangi,
menunjukkan relasi antar pemangku kepentingan menentukan keberhasilan dan kegagalan agenda reformasi yang diusung oleh kepala daerah. Kedua kepala
daerah (Jembrana dan Banyuwangi) pada masa awal
pemerintahannya relatif memiliki modal politik yang
sama, yaitu sama-sama didukung oleh partai kecil.
Pada tahun 2000, I Gede Winasa hanya diusung oleh
partai kecil (PPP dan PAN) di DPRD (www.forplid.
net). Demikian pula halnya dengan Bupati Banyuwangi (periode 2005-2010) terpilih yakni Ratna Ani
Lestari hanya didukung oleh partai-partai gurem di
Banyuwangi.
Pada masa awal pemerintahannya, kedua kepala
daerah ini mendapatkan resistensi yang cukup besar
dari berbagai kelompok kepentingan. Meski memiliki
modal politik yang relatif sama, namun dalam pelaksanaan reformasi pelayanan publik keduanya memiliki
hasil akhir yang berbeda. Jembrana yang secara bertahap dapat melaksanakan agenda reformasi pelayanan
publik, berhasil dalam melakukan perombakan organisasi birokrasi, penyederhanaan struktur dan prosedur pelayanan publik, pencangkokan strategi baru,
dll. Pada tahun 2003 Jembrana berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kesehatan
gratis bagi masyarakat. Sebaliknya, Banyuwangi masih sibuk dengan penyelesaian resistensi dari berbagai
pemangku kepentingan seperti legislatif, birokrat, tokoh masyarakat, dll (Eko, 2008).
Reformasi pemerintahan di daerah merefleksikan
adanya kombinasi berbagai kekuatan dari power
holder baik internal maupun eksternal yang terus
sa-ling berkontestasi dalam seluruh proses yang
berlangsung. Aktivitas pelayanan publik diharapkan
mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
baik dalam proses perencanaan pelaksanaan maupun
dalam evaluasi. Sedangkan dalam konteks pemerintah
daerah, reformasi pelayanan publik melibatkan eksekutif,
legislatif, dan masyarakat. Eksekutif bertindak sebagai
perencana dan pelaksana dari agenda reformasi pelayanan
publik, legislatif memberikan berbagai pertimbangan dan
persetujuan terhadap rencana eksekutif, dan masyarakat
bertindak sebagai penerima manfaat dari pelayanan
publik. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan
membutuhkan kerja sama berbagai pihak yang terlibat.
Tanpa adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait
yaitu kepala daerah, legislatif, dan masyarakat, reformasi
pemerintahan relatif sulit terjadi. Negosiasi merupakan
salah satu mekanisme dalam mencapai kesepakatan
di antara berbagai pihak yang bekerja sama dalam
melakukan suatu kegiatan.
Dalam penelitian ini, ada beberapa konsep pokok
yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya,
yaitu negosiasi dan reformasi penyelengaraan pemerintahan. Negosiasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang bersifat interpersonal antara 2
orang atau lebih untuk menyepakati pengalokasian
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sumberdaya yang terbatas (Thompson, 2000). Proses
negosiasi secara khusus melibatkan unsur-unsur persuasi, pemaksaan (coercion), manipulasi, pertukaran
(exchange), dan lainnya, dalam mencapai keputusan
akhir. Pengertian tersebut mengasumsikan sedikitnya lima unsur dalam negosiasi (Goldman dan Rojot,
2002), yakni (1) adanya aktor-aktor yang bernegosiasi,
(2) adanya power yang dimiliki oleh aktor-aktor yang
terlibat dalam proses negosiasi, (3) setiap pihak yang
terlibat dalam proses negosiasi juga memiliki ketergantungan terhadap power yang lainnya, (4) adanya
sumberdaya yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang
terlibat, dan (5) setiap pihak berkepentingan untuk
membangun kesepakatan dan keputusan kolektif.
Pada konteks negosiasi, konsep kekuasaan (power)
sangat penting untuk memahami proses dan hasil dari
negosiasi (keputusan kolektif). Kekuasaan akan mempengaruhi proses dan hasil akhir (keputusan kolektif)
dari negosiasi. Konsep kekuasaan (power) dalam tulisan ini mengikuti Foucault (1980) yang dimaknai
sebagai suatu nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu. Kekuasaan
bukan sesuatu yang melekat, dimiliki, dan digunakan
oleh pihak tertentu. Kekuasaan digunakan secara aktif
oleh setiap aktor dalam melakukan interaksi. Setiap pihak dimungkinkan untuk mengambil keuntungan dalam
bernegosiasi (Haryatmoko, 2003). Pengertian ini mengisyaratkan bahwa (1) kekuasaan menyebar dan hadir
berada dimana-mana dalam kehidupan masyarakat, (2)
kekuasaan hanya muncul jika terjadi interaksi antara dua
pihak atau lebih. Dengan menggunakan konsep-konsep
tersebut, negosiasi tidak hanya mengacu pada satu event
atau moment tertentu di mana pihak-pihak yang berkepentingan bertemu dan melakukan negosiasi. Lebih dari
itu, proses negosiasi juga terjadi dalam aktivitas seharihari, dalam berbagai bentuk dan dimanapun di antara
pihak-pihak yang berkepentingan.
Sementara itu, reformasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan (termasuk dalam pelayanan
publik) dilihat sebagai suatu proses interaksi antara
kebijakan yang ada, kelompok kepentingan, pelaksana, dan lingkungan sosial-politik (Brinkerhoff dan
Crosby, 2002). Di sisi lain, reformasi dalam sektor
administrasi publik dipandang sebagai ‘the artificial
inducement of administrative transformation against
resistance’ (Caiden, 1969; Sasli dan Flassy, tt). Definisi ini mengandung beberapa implikasi: (1) reformasi
administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh
manusia (man made), tidak bersifat tiba-tiba, otomatis
maupun alamiah; (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses; dan (3) resistensi beriringan dengan
proses reformasi administrasi. Hal ini menegaskan,
reformasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan
proses politik yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Reformasi pemerintahan tidak hanya
terkait dengan persoalan pengembangan kelembagaan
baru, perampingan organisasi, penyederhanaan prose-
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dur, pengadopsian strategi-strategi baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun lebih dari itu,
reformasi pelayanan publik bersentuhan dengan persoalan relasi antara pemerintah dengan komponen lainnya yang ada di masyarakat. Agenda dan proses dalam
melakukan perubahan dipengaruhi oleh kepentingankepentingan berbagai kelompok yang terlibat, seperti
kepala daerah, birokrat, legislatif, masyarakat, dll.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
negosiasi antar pemangku kepentingan yang memungkinkan terjadinya reformasi pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan (JKJ) di Jembrana dengan
memetakan strategi bupati dan kondisi apa saja yang
memungkinkan negosiasi tersebut berhasil mendorong bergulirnya program JKJ di Jembrana. Penelitian
ini juga memusatkan perhatian pada relasi antara pemegang kekuasaan (pemangku kepentingan) baik di
antara pemerintah (antarbirokrat, birokrat dengan legislatif, kepala daerah dengan birokrat, kepala daerah
dengan legislatif) maupun di antara pemerintah dengan masyarakat, baik dalam konteks partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran
maupun dalam konteks perubahan (reform) pelayanan
publik (khususnya dalam konteks pemberian jaminan
kesehatan kepada khalayak ramai di Jembrana). Fokus
penelitian ini berusaha mencermati: (1) proses negosiasi/power sharing di antara pemangku kepentingan
yang memengaruhi proses reformasi secara keseluruhan (2) kondisi dan strategi yang dilakukan pemerintah
(kepala daerah) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik buat masyarakatnya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dan memiliki tujuan penelitian yang bersifat deskriptif.
Proses pengumpulan data melalui pengamatan, literature
review, dan wawancara mendalam (indepth-interview).
Penelitian yang memiliki tujuan dipahami dengan maksud
untuk membuat gambaran mengenai fakta masyarakat
dan pemerintahan, sifat-sifat, dan gejala-gejala sosial di
Jembrana secara sistematik. Adapun gejala sosial dan
pemerintahan yang dideskripsikan secara sistematik
dalam penelitian ini adalah negosiasi dalam reformasi
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkait
dengan pelayanan jaminan kesehatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nama Kabupaten Jembrana dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona dalam setiap seminar, diskusi,
lokakarya dan aktivitas ilmiah lain terkait dengan prestasinya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar rakyatnya. Beberapa media mencatat prestasi Jembrana dalam
membebaskan seluruh biaya pendidikan tingkat dasar
(SD) hingga menengah atas (SMA). Belum puas dengan
itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga membebaskan

biaya kesehatan kepada rakyatnya dengan mengikutsertakan rakyatnya pada program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain itu, Jembrana juga melakukan penguatan
ekonomi rakyat secara langsung program penyediaan dana
bergulir dan dana talangan. Di tengah meningkatnya angka
putus sekolah (drop out) akibat mahalnya biaya pendidikan dan banyaknya rakyat yang menderita malnutrisi akibat membumbungnya biaya kesehatan, Pemkab Jembrana
memutuskan untuk menggratiskan biaya kebutuhan dasar
masyarakat itu.   Menurut Bupati Winasa, kunci sukses
Jembrana dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah
‘Manajemen DOA’ yaitu Efisiensi Dana, Orang, dan Alat.
Jembrana berasal dari kata ”Jimbar” dan ”Wana” yang
berarti hutan belantara. Jembrana, atau Bumi Mekepung,
demikian nama julukan kabupaten itu adalah salah satu
kabupaten dari 9 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi
Bali, terletak di belahan paling barat Pulau Dewata, Bali,
membentang dari arah barat ke timur pada 8°03’40”
– 8°60’48” LS dan 114°25’53”-114°42’40” BT. Luas
wilayah Jembrana 84,180 km² atau 14,96 persen dari luas
wilayah Pulau Bali. Apabila dilihat dari pemanfaatan luas
wilayah Jembrana, maka 7.871 Ha dimanfaatkan sebagai
lahan sawah, 25.525 Ha perkebunan, 5.458 Ha pemukiman, 41.809 Ha hutan, 356 Ha tambak/kolam, 26 Ha
waduk atau rawa, dan lain-lain 3.135 Ha. Secara administratif wilayah kabupaten Jembrana dibagi menjadi 5 kecamatan, 46 desa, 9 kelurahan, 212 dusun, dan 38 lingkungan.
Sampai pertengahan tahun 2000, keadaan Jembrana
masih terbelakang dibandingkan Jembrana saat ini. Saat
itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Jembrana masih rendah (termasuk kabupaten termiskin di wilayah Provinsi
Bali) dengan jumlah keluarga miskin 12.206 keluarga atau
19,4 persen dari total keluarga. Belum lagi, tingkat kematian bayi sebanyak 15,25 per 1.000 lahir hidup; dan tingkat
drop out sekolah yang cukup tinggi. Keadaan ini diperparah dengan lemahnya kinerja birokrasi daerah, besarnya
pemborosan anggaran, tambunnya struktur organisasi
pemerintah daerah dan semakin lengkap dengan sangat
terbatasnya keuangan daerah dengan jumlah PAD yang
hanya Rp 2,5 miliar dan APBD sebesar Rp 66,9 miliar.
Oleh sebab itu, sejak dilantik pada 15 September 2000
bersama Wakil Bupati, I Ketut Suania, oleh Gubernur
Provinsi Bali saat itu, I Dewa Made Berata, Bupati I Gede
Winasa sudah mulai merancang program pembangunan
dan pemerintahan yang pro rakyat. Program-program itu di
antaranya, penyediaan sumber daya manusia yang handal
melalui pendidikan gratis, pemberian Jaminan Kesehatan
Jembrana (JKJ), dan menaikkan daya beli masyarakat.
Dari ketiga program itu, Winasa menuangkannya dalam
visi dan misi Jembrana secara utuh dengan sasaran ideal
“mewujudkan masyarakat Jembrana yang sehat, cerdas,
sejahtera, dan berbudaya.”.
A. Negosiasi Memuluskan JKJ
Kabupaten Jembrana, yang telah melakukan berbagai
inovasi dalam menjalankan pemerintahan daerah sejak 2001,
memberikan contoh yang baik tentang model pemerin-
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tahan dan rute reformasi birokrasi di daerah. Titik awal
reformasi berangkat dari inisiatif dan komitmen kuat
Bupati I Gede Winasa yang sejak awal berupaya mengubah paradigma “politik sebagai panglima”, agar menjadi “manajemen sebagai panglima”, agar pemerintahan
dan pelayanan publik (khususnya program JKJ) berjalan
lebih baik, efisien, dan efektif. Inisiatif awal bupati tentu
tidak berlangsung secara mulus karena ide-ide reformasi
dilawan oleh kalangan birokrat senior dan politisi DPRD.
Pada titik itulah bupati secara intens bernegosiasi.
Awalnya, saat para teknokrat sudah mulai melakukan
perhitungan anggaran, bupati bekerja keras “menjinakkan” berbagai aktor politik di Jembrana, dengan cara
membuat keseimbangan politik antara birokrat senior
dengan birokrat muda, melakukan akomodasi berbagai
kelompok-kelompok politik dalam parlemen, mengambil
posisi Ketua DPC PDIP, dan mencari dukungan politik
di level akar rumput dan kelompok-kelompok minoritas.
Tidak sampai satu tahun, berbagai negosiasi politik bisa
dilakukan dengan sempurna dan kekuasaan berada di
tangan bupati dan dia berhasil melakukan “penjinakkan”
politisi di Jembrana.
B. “Menjinakkan” Politisi
Winasa adalah seorang PNS yang secara karier struktural birokrasi sudah mentok pada posisi Kepala Bidang di
Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Putra dkk., 2009). Untuk
ukuran saat itu, karier kepegawaiannya sebagai PNS sudah
tidak dapat ditingkatkan lagi ke jenjang Kepala Dinas.
Selain itu, Winasa juga bergiat di dunia akademis sampai
pada posisi Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, khususnya
di Universitas Mahasaraswati, Denpasar. Untuk mengaktualisasikan diri, Winasa memasuki dunia pemerintahan
lewat ranah politik praktis mulai dari LSM.
Pada pemilihan Bupati Jembrana 1999, Winasa mencalonkan diri melalui partai Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional yang masing-masing hanya
memiliki 2 dan 1 kursi di DPRD. Kala itu, proses pemilihan kepala daerah masih dilakukan oleh anggota DPRD
berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perhitungan secara matematika politik,
posisi Winasa tidaklah mungkin memenangkan kontestasi
politik itu dengan calon lain yang diusung Partai Golkar
(6 kursi), TNI-Polri (4 kursi), dan PDIP (17 kursi). Pada
pemilihan tahap awal, I Ketut Sandiasa yang diusung PDIP
menjadi favorit untuk memenangkan pemilihan bupati itu.
Adapun I Ketut Suania, jagoan dari Partai Golkar berada
pada posisi kedua yang memiliki kans.
Pemilihan kepala daerah langsung diharapkan dapat
memperkuat kedudukan kepala daerah sekaligus mengurangi intervensi DPRD agar “transaksi politik” yang
melahirkan money politic dapat diminimalisasi (Prasojo,
2005). Winasa melakukan gerilya politik yang masif sehingga Winasa dan tim suksesnya berhasil membalikkan
keadaan. Partai Golkar yang tadinya mengajukan calon
bupati sendiri bersama TNI-Polri, merapat ke Winasa. I
Ketut Suania menurunkan ambisinya dan mencalonkan
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diri mendampingi Winasa sebagai Wakil Bupati. Meskipun
dengan tambahan dukungan Partai Golkar dan Fraksi TNIPolri (10 kursi), posisi Winasa masihlah tertinggal jauh
dengan dukungan yang dimiliki I Ketut Sandiasa dengan
17 kursi. Namun pada saat penentuan, 5 orang pendukung
Sandiasa membelot dan memberikan kemenangan kepada
Winasa dengan dukungan 18 kursi berbanding 12 kursi.
Kemenangan Winasa ini justru membawa kerusuhan
yang tidak dapat terelakkan karena warga Jembrana sebagian besar adalah simpatisan PDIP dan kecewa dengan
hasil pemilihan tersebut. Amuk massa menolak Winasa
terus berlanjut. Pelantikan Winasa pun sempat tertunda
dua bulan, sebab massa memaksa untuk membatalkannya.
Pengerahan massa dari lawan-lawan politik Winasa ini
menimbulkan kericuhan dan korban jiwa.
Duduknya Winasa di tampuk kekuasaan, tidak serta
merta memadamkan kemarahan masyarakat. Massa tetap
menolak kemenangan Winasa. Ditambah lagi, fraksi terbesar di DPRD Jembrana, PDIP tidak mendukung Winasa.
Praktis, di dua tahun awal kepemimpinannya, Winasa kesulitan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Untuk
meredam penolakan ini, Winasa mengeluarkan berbagai
program populis dengan mengirimkan beragam bantuan
sosial yang diambil dari APBD, lalu dibagi-bagikan ke
desa-desa dan sembari terus mencoba mendekati PDIP.
Pada momen Rakercabsus PDIP pada Juni 2005, I
Ketut Sandiasa, rival Winasa dulu, yang juga Ketua DPC
(Dewan Pengurus Cabang) PDIP, dilengserkan. Winasa
mengambil singgasana Ketua DPC PDIP yang tadinya
diduduki Sandiasa dan akhirnya fraksi PDIP di DPRD
Jembrana praktis dikendalikan Winasa. Itulah langkah
pertama yang Winasa lakukan untuk memuluskan langkahnya memimpin Jembrana. Dalam setiap forum di lingkungan DPC PDIP, Winasa selalu menekankan, semua
kebijakan populis yang diambil (termasuk program JKJ),
pada hakikatnya adalah kebijakan PDIP yang pro rakyat.
Oleh karena itu, kebijakan itu mesti didukung, diamankan,
dan diperjuangkan oleh setiap kader PDIP, terutama yang
duduk di DPRD Jembrana. Maka tidak heran, setelah Winasa memimpin PDIP di Jembrana, suara kritis di DPRD,
kian menjadi sumbang dan tidak ada lagi kritik dan pengawasan yang tegas.
C. Menata Birokrasi
Setelah politik berlangsung kondusif, maka langkah
berikutnya adalah melakukan penataan birokrasi. Birokrasi
di Jembrana dirasionalisasi, struktur kelembagaan perangkat daerah dipangkas, pengadaan barang-jasa ditata
kembali dan dilakukan pengawasan secara ketat, serta
anggaran dibuat secara efisien, yang kemudian hasilnya
direlokasi untuk memberi memperbaiki akses pendidikan
dan kesehatan (pemberian asuransi kesehatan JKJ) serta
untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Penataan birokrasi di lingkungan Pemkab Jembrana
dimulai dengan menempatkan administrator pemerintahan yang handal. Untuk mem-back-up administrasi
pemerintahannya, Winasa mengambil pejabat dari Ke-
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menterian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk dijadikan
Sekretaris Daerah, yaitu Gede Suinaya. Strategi Winasa
ini dianggap jitu dengan menempatkan Suinaya sebagai sekretaris daerah. Suinaya yang berpengalaman di
birokrasi dan jaringan yang kuat di tingkat pusat, pada
gilirannya mampu mem-back-up kepemimpinan Winasa.
Kemampuan Suinaya dalam bernegosiasi dengan para
pejabat di beberapa departemen terutama di lingkungan Kemdagri membuat Jembrana mampu mendapatkan berbagai bantuan dana untuk membiayai pembangunan, yang membutuhkan biaya besar. Di samping itu,
melalui Suinaya pula pencitraan Jembrana di tingkat
nasional terangkat dan Kemdagri menjadi corong yang
ampuh untuk pencitraan Jembrana di tingkat nasional.
Keberadaan Suinaya di jajaran elit Jembrana, sempat
berakhir sebentar. Hubungan antara Winasa dan Suinaya
ini meregang ketika pada 2006 Winasa memecat Suinaya
sebagai Sekda dan menggantinya dengan Widyatmika,
yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Jembrana.
Jabatan Sekda akhirnya dipegang oleh Widyatmika
selama lebih kurang dua tahun. Sementara itu, Suinaya
dimutasi ke Inspektorat Daerah sebagai auditor di
Jembrana. Penurunan jabatan ini dilakukan karena
berbagai alasan yang terkesan sangat politis yang oleh
beberapa pihak Suinaya dianggap tidak loyal kepada
Winasa. Namun setelah Widyatmika memasuki masa
pensiun, jabatan Sekda dipegang kembali oleh Suinaya.
Selanjutnya, Bupati Winasa melakukan restrukturisasi
organisasi pemerintahan daerah (Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jembrana). Terobosan Winasa untuk melakukan perampingan birokrasi sesungguhnya diperkuat
oleh kerangka regulasi nasional di masa itu (PP Nomor
84 Tahun 2000 dan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah). Tujuan dari pemberlakukan
PP itu adalah untuk memastikan efisiensi dalam aktivitas pemerintahan di daerah. Dalam PP itu, ditetapkan
jumlah minimal unit-unit pemerintahan (dinas, kantor,
dan badan) yang ada di lingkungan pemerintahan di
daerah. Kedua PP itu hendak membaca kecenderungan
pemerintah daerah untuk menambah jumlah instansinya
dan pegawai di dalamnya yang berpengaruh pada beban yang harus ditanggung anggaran pemerintah daerah dalam membayar gaji para pegawai, sangat searah
dengan gagasan Winasa untuk menjalankan reformasi
birokrasi.
PP yang sejalan dengan gagasan efisiensi yang
didengungkan Winasa itu mampu mengurangi pemborosan anggaran publik. Di Jembrana, langkah perampingan dilakukan dengan memotong jumlah dinas dari
sembilan menjadi tujuh, jumlah kantor berkurang menjadi tujuh, dan badan yang hanya dua. Restrukturisasi
ini membawa implikasi pada hilangnya jabatan dalam
struktur organisasi pemerintah daerah. Langkah ini juga
menimbulkan resistensi dari birokrasi. Namun Winasa
menunjukkan sikap tegas dengan melakukan mutasi.
Pada batas-batas tertentu, langkah restrukturisasi ini di-

anggap jitu karena mampu mengefisiensikan anggaran.
Belakangan, ketika PP Nomor 41 Tahun 2007 keluar,
struktur birokrasi di Jembrana menjadi sedikit lebih
gemuk sebab Winasa mencoba mengadopsi PP itu. Padahal sebelumnya struktur birokrasi di Jembrana jauh
lebih ramping ketimbang yang diperintahkan oleh PP
Nomor 41 Tahun 2007.
Winasa juga menerapkan strategi profesionalisasi
birokrasi dengan mekanisme rekrutmen yang berbasiskan kompetisi. Istilah yang berlaku di sana adalah
“lelang jabatan” dan fit and proper test yang diadakan
secara berkala. Lelang jabatan (job tender) dilakukan
untuk pejabat di eselon III dan IV, sedangkan fit and
proper test dilakukan untuk pejabat eselon II. Dalam
lelang jabatan, setiap pegawai yang telah memenuhi
syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan
lainnya diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi
lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh
tim penyeleksi yang keputusannya ditentukan oleh bupati. Sedangkan pelaksanaan fit and proper test dilakukan oleh tim dari Universitas Udayana, Denpasar. Hasil
fit and proper test itu akan diberikan kepada bupati dan
bupati yang menentukan keputusan akhirnya.
Sepintas, langkah Bupati Winasa ini terkesan sangat
elok, penuh transparansi, dan kompetisi yang sehat. Akan
tetapi, sebenarnya tidaklah begitu. Aneka macam istilah,
job tender dan fit and proper test itu hanyalah politik
pencitraan Bupati Winasa saja kepada pemerintah pusat
dan daerah-daerah lain sebagai proyek percontohan,
seolah-olah Jembrana melakukan good governance.
Penuturan informan di lapangan menunjukkan kenyataan
yang berbeda. Salah seorang informan, yang juga menjabat
salah satu kepala bidang (kabid) di Dinas Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial menerangkan, lelang jabatan untuk
formasi eselon III dan IV itu hanya formalitas.
Sementara itu, untuk eselon II, fit and proper test yang
dilakukan setali tiga uang dengan job tender. Meski secara
uji publik dinyatakan lulus, penilaian Baperjakat (Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang memenuhi
syarat untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi,
tidak serta-merta lulus. Jika penilaian Bupati Winasa
berbanding terbalik dengan fit and proper test tersebut,
maka yang bersangkutan tidak mendapatkan jabatan yang
dikompetisikan. Singkatnya, tanpa persetujuan Bupati Winasa, seseorang tidak dapat menduduki jabatan tertentu.
Pada titik inilah sebenarnya Winasa mampu mencengkram
birokrasi.
D. JKJ dan Kesehatan untuk Semua
Setelah bupati melewati negosiasi yang panjang dan
alot yang berujung pada penjinakkan dan penataan birokrasi yang efisien barulah bupati mampu merumuskan
dan merealisasikan program JKJ. Ide awal program ini
sejatinya dilandasi pemahaman bahwa jaminan pelayanan
kesehatan pada asasnya diperuntukkan untuk semua warga
Jembrana.
”Kesehatan adalah hak masyarakat” merupakan slo-
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Tabel 1. Indikator Kesehatan

Tahun
Angka Kematian Bayi /1000 KH
Angka Kematian Ibu / 100 ribu KH
Angka Kematian Balita/1000 KH
Angka Kesakitan
Angka Harapan Hidup

Sumber: www.jembrana.go.id

2004
8,39
105
10,00
Belum terdata
71,25

gan yang sekarang direalisasikan di Jembrana dengan
meningkatkan terus sarana dan prasarana kesehatan bagi
masyarakat dan menerapkan sistem asuransi kesehatan
sebagai salah satu alternatif pemenuhan hak masyarakat.
Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) merupakan program
unggulan Kabupaten Jembrana di bidang kesehatan sejak
2002 hingga sekarang. JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana yang dibentuk berdasarkan
SK Bupati Jembrana Nomor 572 Tahun 2002 pada 18 Desember 2002.
Proses pengembangan program JKJ sebenarnya
bermula dari evaluasi Pemerintah Kabupaten Jembrana
pada 2001 yang menemukan beberapa hal krusial yang
harus segera dibenahi melalui beberapa pertimbangan,
di antaranya yaitu pemanfaatan RSUD Negara tidak
begitu optimal, rata-rata bed of rate (BOR) 58-60 persen
dan kunjungan rata-rata di puskesmas hanya sekira 3040 orang per hari. Keluarga miskin hanya 15-20 persen
yang memanfaatkan sarana rumah sakit dan tidak banyak yang memanfaatkan kartu miskin untuk berobat
di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian, bila dilihat
pemanfaatan APBD, subsidi obat untuk puskesmas dan
rumah sakit mencapai Rp 3,5 miliar pertahun, sementara
pendapatan daerah dari sektor kesehatan kurang lebih
Rp 1 miliar, yang dapat dikatakan pendapatan semu
(pendapatan kotor). Akhirnya, Pemerintah Kabupaten
Jembrana menetapkan kebijakan bahwa subsidi pemerintah yang semula untuk obat-obatan RSU dan
puskesmas, dialihkan dan diberikan kepada masyarakat
sebagai subsidi premi asuransi kesehatan kepada
lembaga asuransi yaitu Lembaga JKJ. Dengan demikian
puskesmas dan RSU menjadi swadana, kecuali obatobat khusus/program disubsidi oleh pemerintah.
Saat ini JKJ merupakan UPT Dinas Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana, yang
nantinya akan dikembangkan menjadi perusahaan daerah yang bergerak di bidang asuransi kesehatan. JKJ
yang dilaksanakan sejak 2002 oleh Badan Pelaksana
(Bapel) Jaminan Sosial Daerah memang dibuat untuk
“memanjakan” masyarakat Bumi Mekepung dalam pelayanan kesehatan. Operasional JKJ digerakkan oleh
Tim Persiapan JKJ dan Bapel JKJ. Tim Persiapan
JKJ mempunyai tugas menyiapkan pengoperasionalan
JKJ, yaitu (1) penyelesaian administrasi yang berkaitan
dengan Lembaga JKJ, (2) penghitungan besarnya premi
dan tarif pelayanan PPK, (3) sosialisasi dan advokasi
program-program JKJ, dan (4) persiapan sistem verifikasi
pelayanan kesehatan. Program ini menjadi program andalan Jembrana. Melalui program ini pula Jembrana

2005
10,11
129,66
3,11
29,85
71,34

2006
14,25
50,87
2,54
27,85
71,40

2007
9,21
134,74
2,0
19,46
71,45

2008
7,75
70,47
0,7
19,22
71,50

selalu menjadi rujukan best practice bagi daerah-daerah
lain yang ingin mewujudkan program kesehatan gratis
bagi warganya.
Pembenahan dan perbaikan sejak program digulirkan
sampai akhirnya pemerintah melalui SK Bupati Nomor 31
Tahun 2003 mengambil kebijakan dengan mengalihkan
subsidi yang pertama sekali untuk pengadaan obat di
puskesmas dan rumah sakit kemudian dialihkan ke
masyarakat yang memiliki KTP Jembrana melalui satu
lembaga asuransi yang dibangun Pemerintah Kabupaten
Jembrana, yaitu Lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana
(JKJ). Subsidi ini diberikan kepada seluruh masyarakat
Jembrana dalam bentuk premi untuk biaya rawat jalan
tingkat pertama di unit pelayanan kesehatan yang
mengikat kontrak kerja dengan Badan Penyelenggara
(Bapel) JKJ. Pada saat yang bersamaan, puskesmas
dan rumah sakit diwajibkan untuk mencari dana sendiri
untuk kebutuhan rutin termasuk obat-obatan, hanya
obat-obatan khusus/program khusus yang dibantu oleh
pemerintah daerah (program imunisasi, malaria, TBC,
demam berdarah, diare, dan kusta serta program gizi).
Subsidi untuk premi ditetapkan sebesar Rp 3,3
miliar untuk tahun 2003, Rp 6,7 milar untuk tahun 2004,
tahun 2005 subsidi sebesar Rp 8 miliar, dan Rp 12,9
miliar pada 2009. Dengan subsidi premi ini, masyarakat
Jembrana berhak memiliki kartu keanggotaan JKJ yang
dapat digunakan untuk biaya berobat rawat jalan di
setiap penyedia pelayanan kesehatan (PPK-1 sampai
PPK-3) baik milik pemerintah maupun swasta (dokter/
drg/bidan/praktik swasta/poliklinik RS swasta kelas C)
tanpa dipungut bayaran. Khusus untuk di bidan hanya
berlaku pelayanan Ante Natal Care (ANC/pemeriksaan
ibu hamil-sebelum melahirkan) dan pelayanan KB.
Pelayanan di PPK-1 premi masyarakat disubsidi penuh oleh pemerintah dimana klaim oleh dokter umum
PPK-1 maksimal sebesar Rp 27.000 per kali kunjungan.
Kunjungan ulang dengan diagnosis sama hanya boleh
diklaim kalau tenggat waktu kunjungan pertama dengan berikutnya minimal 3 hari. Apabila sebelum 3 hari
pasien datang lagi dengan kasus yang sama, maka
segala biaya pengobatan menjadi tanggungan PPK-1
bersangkutan.
Sedangkan, biaya pelayanan kesehatan gigi besarnya
klaim ditentukan lebih bervariasi yaitu untuk biaya
pelayanan gigi tanpa tindakan adalah sesuai dengan tarif
dokter umum sebesar Rp 27.000. Bila dengan tindakan
diatur dengan sistem paket sebagai berikut cabut gigi
susu sebesar Rp 15.000; cabut gigi permanen Rp 30.000;
tumpatan sementara Rp 20.000; dan tumpatan permanen

58

Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. 17, No. 1, Jan—Apr 2010, hlm. 52-60

sebesar Rp 30.000. Sementara, biaya pelayanan bidan,
untuk PPK-1 bidan hanya boleh menangani pelayanan
ANC dan pelayanan KB sederhana (pil dan suntik) tidak
dibenarkan menangani pasien di luar kebidanan. Jasa untuk pelayanan bidan klaim dibayar maksimal sebesar Rp
15.000 dengan perincian jasa medis sebesar Rp 6.000 dan
obat-obatan Rp 9.000.
Sejauh ini, komitmen pemerintah Kabupaten Jembrana dalam bidang kesehatan sedikit banyak telah meningkatkan mendongkrak tingkat perbaikan kualitas hidup
masyarakatnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir,
angka kematian bayi, meski tidak terlalu signifikan, telah
menurun dari level 8,39 per 1000 KH di tahun 2004 menjadi 7,75 per 1000 KH di tahun 2008. Begitu pula dengan
angka kesakitan yang menurun dari 29,85 pada 2005 menjadi 19,22 pada 2008. Peningkatan kualitas hidup ini juga
berlaku pada angka harapan hidup penduduk Jembrana
dari 71,25 pada 2004 menjadi 71,50 pada 2008.
Kendati begitu, tidak bisa secara serta merta menyatakan bahwa naiknya kualitas hidup masyarakat
Jembrana sangat berkorelasi positif dengan adanya program JKJ. Sebab, berbagai variabel peningkatan kualitas hidup itu sangat dipengaruhi oleh aspek yang tidak
terkait secara langsung dengan program JKJ, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat Bali secara keseluruhan.
Merujuk pada keberhasilan JKJ ini, saat ini Jembrana
telah menaikan anggaran premi JKJ sebesar yang tadinya
Rp 10 miliar menjadi Rp 12,9 miliar untuk tahun 2009.
Biaya tersebut digunakan untuk membayar klaim dari
PPK dan klinik swasta, yang besarannya lebih kurang 97,5 persen. Sisa anggaran digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti pembelian alat
kebersihan dan ATK karena biaya untuk operasional
sehari-hari tidak di-cover oleh APBD. Khusus untuk
keluarga miskin (gakin) pelayanan kesehatan tidak
dilakukan pemungutan biaya (gratis) termasuk biaya
percetakan kartu. Bapel JKJ diminta untuk tidak
melakukan pungutan biaya terhitung mulai 1 Februari
2005.
Menyempurnakan program JKJ telah terbit program Jembrana Identitas Diri (JID) merupakan
gabungan antara KTP SIAK dan JKJ. Program ini baru
berjalan pada Mei 2009 lalu, dan semua warga berhak
memiliki JID. JID ini memiliki chip komputer di dalamnya. Seseorang dapat berobat di dokter manapun
di Jembrana tanpa khawatir rekam medisnya tidak
terbaca oleh dokter yang berbeda. Hal ini dikarenakan
di dalam JID itu ada rekam medis, alatnya pun akan
dimiliki oleh RSU dan Puskesmas menggunakan anggaran APBD. Jika dokter berpraktik sendiri, maka
mereka harus membeli nantinya.
E. Bupati sebagai “Orang Kuat”
Penjelasan tentang keberhasilan Jembrana dalam
melakukan negosiasi dan reformasi pemerintahan melalui pelayanan kesehatan gratis ini (JKJ), salah satunya
disebabkan oleh hadirnya bupati sebagai orang kuat

secara politik dan pengelolaan birokrasi yang ketat.
Menilik berbagai studi politik terkini menunjukkan,
adanya pengakuan terhadap peran penting dari orang
kuat dalam dinamika politik di ranah lokal (Savirani,
2004)
Migdal (1988) memaparkan kehadiran orang kuat
sebagai akibat dari lemahnya kapasitas negara dalam
berbagai hal. Terutama, kemampuan untuk memanfaatkan
sumber daya yang digunakan untuk keperluan warga
masyarakat. Kegagalan negara secara nasional, untuk
menjalankan fungsinya inilah yang mendorong ruangruang politiknya diisi oleh orang kuat. Berbeda dengan
Migdal, Sidel (1999) memaparkan, tumbuh suburnya
orang kuat bukan karena lemahnya negara dan kuatnya
masyarakat, melainkan justru karena kuatnya negara.
Orang-orang kuat ini menjadi sebagaimana mereka
karena kuatnya negara. Negara melalui kebijakannya
telah memfasilitasi penguatan orang kuat di daerah
atau dalam definisi yang ia gunakan yaitu, “predatory
power brokers who achieve monopolistic control
over both coercive and economic resources within
give territorial jurusdiction or bailiwick.” Kekuatan
predator yang memperoleh kontrol monopolistik yang diperoleh baik dengan cara kekerasan atau penguasaan sumber daya ekonomi dalam sebuah wilayah
administratif. Selain itu, kekuatan yang kuat di tingkat
lokal ini juga berlangsung dalam kondisi transisional
sebuah negara yang sedang menjadi, atau dalam
tahapan the successive phase of state formation.
Terlepas dari latar belakang yang berbeda dari
kemunculan orang kuat, kedua studi, baik Migdal
dan Sidel, memberikan kerangka eksplanasi yang
meyakinkan dalam upaya memahami dinamika politik lokal di Jembrana. Tatkala kita berbicara tentang orang kuat di Jembrana, maka kita berbicara
tentang fenomena Bupati Winasa. Winasa tidak begitu saja muncul sebagai pemimpin yang kuat. Ia
memperolehnya dengan cara yang tidak mudah. Ketika
pertama kali muncul dalam era kompetisi politik
tahun 2000, Winasa belum memiliki akar politik yang
kuat sebab Winasa berasal dari partai minoritas di
Jembrana. Kendati begitu, situasi menjadi berubah
ketika Winasa akhirnya mampu membangun basis
dukungan politik yang kuat dari partai politik dominan
(menjadi Ketua DPC PDIP) yang menguasai DPRD.
Dengan menguasai kendali atas PDIP yang dominan
di DPRD, posisi tawar Winasa semakin meyakinkan
untuk bertarung dalam pilkada langsung tahun 2005.
Winasa berhasil kembali meraih dukungan politik
mayoritas dari rakyat Jembrana sejumlah 88 persen.
Dengan mandat yang cukup besar, ditambah dengan
pergeseran pendulum politik dari legislative heavy ke
executive heavy pasca implementasi UU Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Winasa
telah berhasil membangun basis politik yang sangat
kuat.
Keberhasilan Winasa membangun basis politik yang
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kuat, diikuti dengan keterampilan untuk menggunakan
“energi kekuasaan”, yakni birokrasi, yang dicengkramnya untuk menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan
yang efektif. Pelajaran penting dari Jembrana menunjukkan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Antara legitimasi
politik dengan efektivitas kepemimpinan merupakan dua
faktor yang saling mengukuhkan.
F. “Kebaikan Hati” Bupati
Dari uraian di atas, tampak dominasi bupati dalam
membuat berbagai inovasi dan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jembrana. Padahal, sejatinya reformasi tersebut tidak boleh berlangsung secara
voluntaristik, yang berangkat dari kebaikan seorang
pemimpin daerah. Dalam konteks ini, pengalaman reformasi pemerintahan di Jembrana dilakukan secara
tidak partisipatif, tetapi dimulai dari inisiatif bupati
yang dikomunikasikan (engagement) kepada berbagai
pihak, yang menghasilkan konsensus dan dukungan
(support) dari rakyat (Eko, 2008).
Di Jembrana, praktis tidak dijumpai organisasi
masyarakat sipil (OMS) yang kuat. Kalau pun ada,
sifatnya sangat insidental, bergantung pada isu yang
berkembang. Kebanyakan OMS hanya bergerak pada
isu yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi
yang acap dialamatkan kepada pemerintah daerah,
utamanya Bupati Winasa, seperti JAMAK (Jaringan
Masyarakat Anti Korupsi) yang dimotori I Ketut
Sujana. Sejauh ini, memang ada OMS lain seperti
Maha Boga Marga (MBM). Namun MBM hanya
berkutat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat
dengan program khususnya berupa koperasi simpan
pinjam (kospin). Sekarang MBM sedang melebarkan
sayap dengan mencoba untuk terlibat dalam partisipasi perumusan kebijakan pembangunan di Jembrana
(musrenbang), kendati kapasitas MBM yang sangat
terbatas karena SDM yang kurang.
Reformasi pemerintahan di Jembrana berjalan melalui proses dan hasil pertarungan politik antar aktor politik. Pertarungan yang tajam di awal pemerintahan Winasa
sempat menghasilkan fragmentasi politik yang mempersulit reformasi pemerintahan. Akan tetapi Bupati Winasa
berhasil melakukan tekanan kepada birokrasi dan DPRD
tanpa harus melewati proses negosiasi yang ‘alot’. Reformasi pemerintahan di Jembrana dilalui dengan komitmen
bupati (elit) tetapi tidak ada partisipasi rakyat. Maka yang
terjadi adalah reformasi elitis yang membuat rakyat pasif
dan tergantung sehingga reformasinya rapuh dan tidak
berkelanjutan. Tidak adanya partisipasi rakyat dan matinya negosiasi politik di antara pemangku kepentingan,
akibat dominasi bupati, berdampak pada pemeliharaan
status quo.
Memahami hal ini, kuatnya dominasi politik bupati, kiranya tepat jika perhatian kita terhadap reformasi pemerintahan di Jembrana dilihat dengan
menggunakan bingkai analisis kekuasaan. Analisis
kekuasaan itu berbicara tentang beberapa pertanyaan:
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siapa yang memformulasi agenda kebijakan; siapa
memperoleh apa, kapan dan bagaimana; serta siapa
mengetahui apa, siapa, kenapa dan bagaimana (Manor,
1999; Moore and Putzel, 2000; Johnson dan Start,
2001). Meskipun aktor-aktor politik lokal sangat beragam, namun di Jembrana, aktor politik dominan
dikuasai oleh bupati.
Kondisi di Jembrana sejatinya telah mematahkan
analisis Hambleton (2004) yang secara umum memilah
dua aktor besar dalam politik lokal: elit pemerintah
lokal dan organisasi masyarakat. Reformasi kebijakan,
ungkap Hambleton, sejatinya dihasilkan dari para penggerak perubahan (drivers of change) dalam tubuh
elit dan gerakan kekuatan yang lebih luas dalam
masyarakat (aksi komunitas dan gerakan politik). Ada
tiga tantangan dalam konteks ini: (1) pengkajian ulang
peran politisi, birokrat, dan warga beserta pola relasi
tiga pilar itu; (2) pengembangan etos inovasi dalam
pelayanan publik; dan (3) revitalisasi struktur-proses
politik lokal yang melibatkan kaum marginal dalam
pembuatan keputusan.
KESIMPULAN
Titik awal reformasi pemerintahan di Jembrana
melalui peningkatan layanan kesehatan (JKJ), sejatinya
berangkat dari inisiatif dan komitmen kuat Bupati I
Gede Winasa. Negosiasi politik yang dilakukan Bupati
Winasa dalam merealisasikan program JKJ nyaris
absen. Sebab, kuatnya posisi Winasa sejatinya telah
membungkam kompromi politik di antara pemangku
kepentingan, baik itu di tingkat DPRD maupun birokrasi.
Sejak awal bupati berupaya mengubah paradigma
“politik sebagai panglima” menjadi “manajemen sebagai panglima”, agar pemerintahan dan pelayanan
publik berjalan lebih baik, efisien, dan efektif. Inisiatif awal bupati dalam menggulirkan program JKJ
tentu tidak berlangsung secara mulus karena ide-ide
reformasi dilawan oleh kalangan birokrat senior dan
politisi DPRD. Di saat para teknokrat sudah mulai
melakukan perhitungan anggaran, sang bupati bekerja keras berkompromi dengan berbagai aktor politik
di Jembrana, dengan cara membuat keseimbangan
politik antara birokrat senior dengan birokrat muda,
melakukan akomodasi berbagai kelompok-kelompok
politik dalam parlemen, mengambil posisi Ketua DPC
PDIP, mencari dukungan politik di level akar rumput
dan kelompok-kelompok minoritas.
Tidak sampai satu tahun, berbagai kompromi
politik bisa dilakukan dengan sempurna dan
kekuasaan berada dalam genggaman bupati dan dia
berhasil melakukan penjinakkan politik di Jembrana.
Setelah politik berlangsung kondusif, maka langkah
berikutnya adalah melakukan penataan kelembagaan
dan reformasi anggaran. Birokrasi dirasionalisasi,
struktur kelembagaan perangkat daerah dipangkas,
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pengadaan barang-jasa ditata kembali dan dilakukan
pengawasan secara ketat, serta anggaran dibikin efisien,
yang kemudian hasilnya direlokasi untuk memperbaiki
akses kesehatan (JKJ).
Kompromi politik yang dilakukan bupati, hanya berlangsung sekian waktu saja. Ketika ia berhasil melakukan
kompromi politik, bupati secara terus menerus dan masif menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan roda
pemerintahan di Jembrana. Negosiasi yang acap dilakukan di awal pemerintahannya berangsur mati, berganti
dengan dominasi politik bupati. Semua lawan politik
yang berusaha mengkritisi kebijakan bupati diredam
dengan berbagai cara. Kondisi itu sangat dipengaruhi
oleh kuatnya dominasi politik bupati. Sehingga, dapat
dikatakan, secara ringkas, “kisah sukses” Jembrana
dalam program JKJ sejatinya ditentukan oleh tiga hal,
yaitu “kebaikan hati” bupati, terbangunnya model
demokrasi sentripetal (memusat) yang stabil, serta
absennya partisipasi masyarakat sipil.
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